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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul "Jaringan Kebijakan 
Publik: Penerapan Program Kesejahteraan Sosial" ini dapat diselesaikan 
dengan baik.  

Buku ini lahir dari kegelisahan intelektual atas banyaknya permasalahan 
kesejahteraan anak yang masih luput dari perhatian serius. Penulis percaya 
bahwa riset yang tajam dan kebijakan yang tepat adalah dua sisi dari satu 
mata uang yang sama — dan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab 
moral untuk menjembatani keduanya demi kepentingan masyarakat yang 
paling rentan. 

Penulis berharap bahwa buku ini dapat memberikan gambaran 
komprehensif mengenai pentingnya kolaborasi dan jejaring aktor dalam 
pelaksanaan kebijakan publik. Secara khusus, buku ini membedah 
mengenai penerapan Program Kesejahteraan Sosial. Program ini menjadi 
lokus yang sangat menarik karena mengintegrasikan berbagai layanan 
perlindungan anak melalui pendekatan kearifan lokal. 

Keberhasilan program perlindungan anak tidak dapat bertumpu pada 
satu instansi saja. Buku ini mengulas bagaimana jaringan kebijakan yang 
melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas bekerja 
sama mengatasi kompleksitas isu anak di lapangan. Penulis berharap karya 
ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi civitas akademika, akademisi, 
praktisi kebijakan, serta penentu kebijakan dalam merumuskan strategi 
penerapan program yang efektif dan berkelanjutan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, 
bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih 
yang tulus disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. 
Buku ini tentu masih memiliki kekurangan. Penulis sangat terbuka 
menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi 
penyempurnaan karya-karya selanjutnya. Semoga buku ini memberikan 
manfaat luas bagi perkembangan ilmu kebijakan publik dan upaya 
perlindungan anak di Indonesia. 

Makassar, Agustus 2026 
 
 

Tim Penulis  
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BAB I 
 
 

PENERAPAN JARINGAN  
KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 

 
A. PENERAPAN PROGRAM PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

ANAK: STUDI KASUS PKSAI SIKAMASEANG GOWA  
Kesejahteraan anak merupakan salah satu indikator penting dalam 

pembangunan suatu bangsa. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak tidak 
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan 
keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga 
pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, komunitas, serta keluarga. 
Sinergi antaraktor tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

Pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif yang kemudian 
disingkat PKSAI sikamaseang adalah program yang hadir ditengah 
masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan sosial pada anak, dimana 
diketahui kesejahteraan anak adalah keseluruhan proses untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ataupun eksploitasi, anak bisa 
hidup layak sesuai hak dasar kehidupan seperti kasih sayang, kesehatan dan 
pendidikan. Layanan yang ideal ini hadir dalam wujud pusat kesejahteraan 
sosial anak integratif (PKSAI) sikamaseang di Kabupaten Gowa. 

Perlindungan dan kesejahteraan anak pada dasarnya merupakan 
amanat berbagai regulasi nasional yang menegaskan bahwa setiap anak 
berhak memperoleh layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, identitas 
hukum, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, 



 

 

BAB II 
 
 

PERSPEKTIF DAN KAJIAN KONSEPTUAL 
 

A. PERSPEKTIF JARINGAN ANTAR ORGANISASI 
Alwi dalam Suratman, (2017: 147-151), menguraikan bahwa ada 

beberapa teori yang menjelaskan tentang jaringan antar organisasi 
diantaranya teori jaringan, teori ketergantungan sumber daya, dan teori 
institusi. 
1. Teori Jaringan 

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang, teori jaringan 
ini berdasar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip-prinsip 
dari Wellaman dalam Ritzer, 2014: 359, tersebut adalah pertama, ikatan 
antar aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun 
instensitasnya. Kedua, ikatan antara inidividu harus ditinjau dalam konteks 
struktur jaringan yang lebih luas. Ketiga, terstrukturnya ikatan sosial 
menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Keempat, adanya kelompok 
jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok 
jaringan maupun antara individu. Kelima, ada ikatan asimetris antara unsur-
unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya 
yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata. Keenam, distribusi 
yang timpang dari sumber daya terbatas menimbulkan baik itu kerja sama 
maupun kompetisi. Beberapa kelompok akan bergabung untuk 
mendapatkan sumber daya yang terbatas itu dengan bekerja sama, 
sedangkan kelompok lain akan bersaing dan memperebutkannya. Jadi, teori 
jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah 
bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik. 
Pemusatan perhatian pada struktur mikro maupun makro adalah salah satu 
ciri dari teori jaringan, artinya dalam teori jaringan ini aktor bisa saja terdiri 
dari individu, kelompok, perusahaan serta masyarakat. Hubungan ini dapat 
terjadi pada lingkup atau skala struktur sosial yang luas maupun pada 
lingkup yang lebih sempit. 

 



 

 

BAB III 
 
 

PENDEKATAN 
 

A. PENDEKATAN KAJIAN 
Kajian dalam buku ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

berorientasi pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena 
penerapan kebijakan publik dalam konteks penyelenggaraan pelayanan 
kesejahteraan sosial anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena 
memungkinkan penulis mengkaji berbagai realitas sosial secara alamiah, 
memahami makna yang dibangun oleh para aktor, serta menjelaskan 
hubungan antarelemen yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Dalam 
pendekatan ini, telaah dilakukan secara induktif dengan memanfaatkan 
berbagai sumber informasi melalui teknik triangulasi untuk memperoleh 
pemahaman yang komprehensif (Sugiyono, 2013). 

Pembahasan dalam buku ini juga mengadopsi perspektif fenomenologis 
untuk memahami pengalaman, interaksi, serta dinamika yang terjadi dalam 
penerapan jaringan kebijakan pada program kesejahteraan sosial anak. 
Pendekatan tersebut memungkinkan penelaahan terhadap berbagai 
fenomena penerapan kebijakan dalam konteks kehidupan nyata, terutama 
pada kebijakan yang melibatkan banyak aktor, organisasi, dan kepentingan. 
Telaah dikembangkan berdasarkan berbagai sumber informasi, seperti hasil 
pengamatan, wawancara, dokumen, regulasi, serta berbagai laporan yang 
relevan sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai 
penerapan jaringan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesejahteraan sosial anak (Yin, 2014; Creswell, 2014). 

 

B. LATAR EMPIRIS KAJIAN 
Kajian dalam buku ini didasarkan pada hasil studi lapangan yang 

dilaksanakan pada periode Juni hingga September 2022. Studi tersebut 
mengambil lokasi di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan 
fokus pada penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang 
melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku 



 

 

BAB IV 
 
 

KONFIGURASI WILAYAH KAJIAN 
 

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI 
Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan pemerintahan yang 
mendukung penyelenggaraan berbagai program pembangunan, termasuk 
di bidang kesejahteraan sosial. Masyarakat Kabupaten Gowa didominasi 
oleh suku Makassar dengan penggunaan bahasa Makassar sebagai salah 
satu bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, yang turut mewarnai nilai-nilai 
sosial, budaya, serta kehidupan bermasyarakat. 

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan 
masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam visi pembangunan daerah, 
yaitu: "Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berdaya 
saing dengan tata kelola pemerintahan yang baik." 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa 
menetapkan beberapa misi pembangunan yang menjadi arah kebijakan 
daerah, yaitu: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan hak-

hak dasar, penguatan kesetaraan gender, serta pengembangan nilai-
nilai budaya dan keagamaan. 

2. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berbasis pada 
potensi unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. 

3. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung keterhubungan 
antarwilayah dan antarsektor pembangunan. 

4. Memperkuat pembangunan wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan 
sebagai bagian dari pemerataan pembangunan daerah. 



 

 

BAB V 
 
 

TINJAUAN PENERAPAN PROGRAM PUSAT 
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF 

(PKSAI)  
 

A. PENERAPAN PROGRAM PKSAI DALAM PERSPEKTIF JARINGAN 
KEBIJAKAN FRANS VAN WAARDEN 

1. Aktor 
Sub dimensi pertama dalam kategori pelaku tentu saja jumlah peserta. 

Ini menentukan ukuran jaringan, untuk mengtelaah proses pelaksanaan 
kebijakan program PKSAI yang berbasis jaringan di Kabupaten Gowa 
menggunakan konsep jaringan kebijakan oleh Frans Van Waarden, dimana 
konsep yang pertama yaitu terkait aktor, aktor berkaitan dengan jumlah 
orang yang terlibat (participants), adapun uraian penjelasan terkait aktor, 
berikut kita simak penjelasan dari RS selaku Kepala Bidang Pelayanan 
Rehabilitas Sosial (PRS) Dinas Sosial Kabupaten Gowa, di bawah ini yang 
menjelaskan bahwa: 

“…Yang terlibat ada beberapa SKPD, karena sudah jelas bahwa dalam 
masalah penanganan anak bukan hanya di Dinas Sosial saja akan tetapi 
beberapa stakeholders yang terkait juga terlibat di dalamnya misalnya 
dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas 
pencatatan sipil, juga kemudian dari kepolisian terlibat ketika ada yang 
melakukan pelaporan…” (Wawancara, 20 Juni 2022). 
 
Demi tercapainya kesejahteraan sosial anak yang menyeluruh maka 

terdapat beberapa stakeholders dalam proses pelaksanaan PKSAI sebagai 
penunjang, diketahui selain dinas sosial sebagai pusat lahirnya program ini 
terdapat pula keterlibatan dari dinas pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, dinas pencatatan sipil dan dinas lainnya yang akan 
mengambil peran terhadap masing-masing persoalan anak. Berikut 



 

 

BAB VI 
 
 

INTEGRASI TEMUAN  
DAN ARAH LANJUTAN 

 
A. INTEGRASI TEMUAN 

Berdasarkan hasil kajian terkait jaringan kebijakan dalam penerapan 
program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) sikamaseang di 
Kabupaten Gowa, menunjukan bahwa jaringan kebijakan belum 
sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan jaringan kebijakan yang ada 
sesuai dengan pandangan dari Waarden (1992). 
1. Aspek aktor, dalam jaringan kebijakan program PKSAI sikamaseang di 

Kabupaten Gowa, dilihat dari adanya keterlibatan aktor yang memadai 
dengan memainkan peran masing-masing. Aktor pelaksana terdiri dari 9 
SKPD, didukung organisasi antar pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, serta lembaga kesejahteraan sosial anak. 

2. Aspek fungsi jaringan dalam penerapan program PKSAI sikamaseang di 
Kabupaten Gowa diwujudkan dengan menempatkan fungsi jaringan 
sebagai alat komunikasi dan koordinasi yang terhubung dalam setiap 
tindakan pelaksana terkhusus pada saat proses pertukaran sumber 
daya. 

3. Struktur jaringan kebijakan publik dalam penerapan program pusat 
kesejahteraan sosial anak integratif sikamaseang di Kabupaten Gowa, 
terlihat dari adanya putusan Bupati nomor 240/ III/ 2017, terkait 
pembentukan tim pembina dan tim teknis pusat kesejahteraan sosial 
anak integratif di Kabupaten Gowa. Serta Keputusan Kepala Dinas Sosial 
Nomor 16/ BPRS.2/ DSTKT/ II/ 2017 Tentang Susunan Tenaga 
Kesekretariatan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif 
(PKSAI) Sikamaseang Kabupaten Gowa. 

4. Pelembagaan dalam jaringan penerapan program PKSAI di Kabupaten 
Gowa, digambarkan dari adanya dukungan formal dalam lembaga 
pelaksana yang hanya ada pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa 
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SINOPSIS 
 

Kesejahteraan anak bukan sekadar cita-cita, hal ini adalah tanggung 
jawab kolektif yang menuntut sinergi nyata dari seluruh elemen 
pemerintahan dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi lintas 
sektor seringkali menjadi titik lemah yang membuat program-program 
sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Buku ini hadir untuk membedah secara mendalam bagaimana jaringan 
kebijakan publik bekerja dalam Penerapan Program Pusat Kesejahteraan 
Sosial Anak Integratif (PKSAI) Sikamaseang di Kabupaten Gowa — sebuah 
program layanan terpadu yang melibatkan kolaborasi lintas sektor demi 
terpenuhinya hak dasar anak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan, 
dan administrasi kependudukan. Melalui kajian yang melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan — mulai dari sembilan SKPD, Yayasan Bakti, hingga 
UNICEF — buku ini memotret secara nyata bagaimana tujuh dimensi 
jaringan kebijakan bekerja di lapangan: aktor, fungsi jaringan, struktur, 
pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. 

Hasilnya mengungkap sebuah gambaran yang jujur: enam dari tujuh 
dimensi telah berjalan dengan baik, namun satu dimensi krusial masih 
menjadi pekerjaan rumah bersama — konsistensi penerapan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dalam alur manajemen kasus yang belum 
seragam di lapangan. Sebuah temuan yang relevan tidak hanya untuk 
Kabupaten Gowa, tetapi bagi siapa saja yang terlibat serta ingin lebih 
memahami mengenai penerapan kebijakan sosial di Indonesia dan 
dinamika jaringan dalam penerapan program kesejahteraan anak. 
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